
PEMARINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PER.ATURAN DAERAH KABU PATEI\ BII\TAN

NOMOR 15 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERHITUNGAFI AFIGGARAN PEI{DAPATAN DAII BELANJA DAERAII
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YAF.IG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang ; a. bahwa sehubungan dengan telah berakhimya Tahun Anggaran 2006, perlu
dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Eelaqia Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf 4 perlu ditetapkan dengan lteraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nogara 3569);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan'Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan ].{epotisme (Le,mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undnag-
undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);

Undang-rurdang Nomor 34 Tahun 2000 tentalg Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
I I 1, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237);

,)

3.

4.

5.

7. Undans-undnns,.,..



7. lJndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nombr 47, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-trndang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendahaman Negara
(Lembaran Negara Republik Lrdonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negma Republik Indonesia

4a00);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenoanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

ll.lJndang-undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintnhau Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

cliubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang,un4ang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Penrbahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493\, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahurt 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, l'ambahem

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. LJndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Reptrblik
IndonesiaNomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Ferimbangan
(Lembaran Negma Republik Indonesia Tahun 2000 lrlomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun

2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

14. Peraturan Pemerintatr Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungiawaban Keuangan Daaerah .(Lembaran lrlegara Itepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nornor
a022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang llinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomar 2A4, Tambahan

Lemabaran Nt:gara Republik Indonesia Nomor 4024); )

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungiawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027);

17. Peraturan Femerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
l(epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemabaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4028);

18. Peraturan.....



Menetapkan

18. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran

I,legara Republik Indonesia Tahun 2001 Nom6r ll8, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a 1 38);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor i19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

20. Kepufusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2AA2 kntang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daeraho Pengurusan dan Pertanggungjawaban setta Pengawasan

Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

22.Penfixan Daerah Kabupaten Bintan Nomor I Tahun 2006 tentang Anggararr
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 5 Seri A Nomor 4);

Dengan persetujuan

DEWA}I PERWAKILAN R,AKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DAN

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

PERATI]RAN DAEITAII TENTANG PERHITUNGAI{ ANGGARAN
PANDAPATAN DAN BELANJA D.{ERAH KAUPATAN BINTAN TAI{UN
ANGGARAN 2006.

Pasal I

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran :1006

sebagai berikut :

a. Pendapatan................... Rp. 466.620.193.250"00
b. Belanja..... ... Rp. 353.534.820.109,00

Surplus/defisit ........... ,..,.... Rp. I 13.085.373.141,00

c. Pembiayaan
Penerimaan................... Rp. 1 00.64 I .876.493,00
Pengeluaran .................. Rp. 213.727 .249.634,00
surplus/defisit........... ."...... Rp. 113.085.373.141,00



Menetapkau

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran

lrlegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4t39);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2AA2 kntang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungiawaban sefta Pengawasan

Keuangan Daetah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahurr 2004 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

Z2.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor I Tahun 2006 tentang Anggarmr
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

23. Ileraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 5 Seri A Nomor 4);

Dengan persetujuan

DEWAII PERWAKILAN RAKYAT I}AERA.TI
KABUP/TTEN BINTAN

DAN

BT]PATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTAI\G PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAUPATEN BINTAN TAI{UN
AI{GGARAN 2006.

Pasal 1

Realisasi Anggatan Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2006
sebagai berikut :

a. Pendapatan................... Rp. 466.620.193.250,00
b. Belanja..... ... Rp. 353.534.820.109,00

Sulplus/defisit ........... ,....... Rp. 1 13.085.373.141,00

c. Pembiayaan
Penerimaan................... Rp. 100.641.876.493,00
Pengeluaran.................. Rp. 213.7 27 .249.634,00
Surplus/defisit........... ........ Rp. 113.0B5.373.141,00



(l)

(2)

Pasal 2 
t

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 103.274.865.499,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan... Rp.363.345.327.751,00
b. Realisasi Rp.466,620.193.250,00

Selisih lebih / (kurang) Rp.103.2'74..865.499,00

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 54.123.882.247"(J0
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaranbelanjasetelahpembahan. Rp.407.658.702.356,00
b. Realisasi Rp.353.534.820.109,00

Selisih lebih / (kurang) Rp. 54"123 .882.247,00

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/de:fisit sejumlah
Rp.I57.398.747.746,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan. Rp. ( 44.313.374.605,00)
b. Realisasi ................. Rp. I13.085.373.141,00

Selisih lebih / (kurang) ..........".. Rp. I5'1'.398.74'7.746,0A

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah,,
Rp. 157.398.747.746,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan
l) Setelah perubahan ..... Rp.100.870.296.374,00
2) Realisasi Rp.100.641.876.493,{J0

Selisih lebih(kurang).............. ..... Rp. 228.419.881,00

b. Pengeluaran
l) Setelah perubahan .....Rp. 56.556.921"'169,00
2) Realisasi Rp.213.727.249.634,00

Selisih lebih/(kurang).............. ..... Rp. 157.170.327.865,00

(3)

(4)

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, Saldo Iias Daerah pada tanggal 3l
Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.
lll.l)11.692.639,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa Kas 1 Januari 2006 ........ .. Rp. 77.547..271.035,A0
b. Jumlah Penerimaan Kas........... Rp.494.517 .97t+.928,00' Rp.572.065-245.96.4,00

c. Jumlah Pengeluaran Kas........... Rp.401.044.317.567,A0
d. Saldo Kas 31 Desember 2006 "........ Rp.171.011.692.639,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih laujut
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. l,ampiran III

: Laporan Perhitungan APBD
: Nota Perhitungan APBD
: Laporan Aliran Kas



Pasal 5 
t

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
padatanggal ?? Sertember 2OO7

BUPAtrI BINTAN

ANS.A.R A MAtrDo SE, MM
.

i[ndangkan di
pda tanggal 27

IEKRET
KABUPA

Kijang
Sleptember 2OO!

DAER,{TI
BINTAFI

DAERAII KAEUPATEN BINTAFI TAIIUN 2OO7 NOMOR 15


